MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI WILAYAH TERTENTU

DI PERAIRAN DI LUAR DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
PELABUHAN DI PERAIRAN BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54
Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu
di Perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang berfungsi
sebagai Pelabuhan di Perairan Balikpapan Provinsi
Kalimantan Timur, sudah tidak sesuai dengan
peruntukan kegiatan kepelabuhanan sehingga perlu
dicabut;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2023 tentang
Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu di Perairan di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan yang Dberfungsi sebagai
Pelabuhan di Perairan Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor252, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7003);



Menetapkan

PERTAMA

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Nomor S070);

4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

S. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 54 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN DI LUAR DAERAH
LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH  LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
PELABUHAN DI PERAIRAN BALIKPAPAN, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2023
tentang Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu di Perairan di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan yang berfungsi sebagai Pelabuhan di
Perairan Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



KEDUA : Terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan termasuk
dokumen, arsip, dan barang yang menjadi akibat hukum dari
pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54
Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu di
Perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang berfungsi sebagai
Pelabuhan di Perairan Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,
dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan
dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan
Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,;

2. Gubernur Kalimantan Timur;

3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,;

4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1
Balikpapan.

Salinan sesuai dengan aslinya
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